
 

 
 

BERITA NEGARA 
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No.501, 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN. Dana Tambahan 
Penghasilan. Guru PNS. Daerah.  

 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  223/PMK.07/2009 
TENTANG 

ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA TAMBAHAN 
PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH 

KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 
ANGGARAN 2009 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  : bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan perbaikan 
penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dan 
Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru 
Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, 
Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2009; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 
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2.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

4.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4586); 

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 
Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4920) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5401); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
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9.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

11. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil; 

12.  Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 
 MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  :   PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 

ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA TAMBAHAN 
PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, 
DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009.  

Pasal 1 
(1) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri 

Sipil Daerah (PNS Daerah) dialokasikan kepada daerah 
provinsi, kabupaten, dan kota untuk meningkatkan kinerja 
dan kesejahteraan Guru PNS Daerah. 

(2) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah 
adalah  sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu 
rupiah) per orang per bulan, terhitung mulai tanggal 1 
Januari 2009. 

(3) Guru PNS Daerah penerima dana sebagaimana dimaksud 
pada  ayat (1) adalah Guru PNS Daerah yang belum 
mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 2 
(1) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah 

Tahun Anggaran 2009 bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009. 

(2) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah 
merupakan bagian dari pendapatan daerah yang 
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dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Perubahan Tahun  Anggaran 2009. 

(3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dianggarkan dalam kelompok/pos Lain-Lain Pendapatan 
Yang Sah. 

Pasal 3 
(1) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah 

disediakan untuk daerah melalui penerbitan Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 atas beban 
Bagian  Anggaran 999.05 (Sistem Akuntansi Transfer Ke 
Daerah). 

(2) Rincian Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru 
PNS Daerah untuk masing-masing provinsi, kabupaten, 
dan kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 
I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan 
ini. 

Pasal 4 
(1) Penyaluran dana dilaksanakan dengan cara 

pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke 
Rekening Kas Umum Daerah. 

(2) Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS 
Daerah mulai bulan Januari sampai dengan bulan 
Desember 2009 dilakukan secara sekaligus.  

Pasal 5 
(1) Daftar perhitungan pembayaran Dana Tambahan 

Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah kepada masing-
masing guru dibuat dalam daftar perhitungan yang 
terpisah dari gaji induk setiap bulan. 

(2) Pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru 
PNS Daerah kepada masing-masing guru dilaksanakan 
sejak Guru bersangkutan diangkat dan ditugaskan dalam 
jabatan Guru sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah 
tidak termasuk untuk pembayaran Tambahan Penghasilan 
bulan ke-13. 
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(4) Pemerintah Daerah penerima dana wajib membayarkan 
rapel Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah 
kepada masing-masing Guru PNS Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling lambat 2 (dua) 
bulan setelah Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru 
PNS Daerah diterima di Kas Umum Daerah. 

(5) Pembayaran rapel Dana Tambahan Penghasilan Bagi 
Guru PNS Daerah kepada masing-masing guru 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 dengan tarif 15% bersifat final 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
di bidang perpajakan. 

(6) Daerah wajib menyampaikan Laporan pembayaran Dana 
Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri 
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, 
paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas waktu 
pembayaran kepada masing-masing guru PNS Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).  

(7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat 
dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan 
dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri Keuangan ini. 

Pasal 6 
(1) Dalam hal Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS 

Daerah tidak dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pemerintah Daerah 
wajib menyetorkan kembali dana tersebut ke Rekening 
Kas Negara paling lambat 1 (satu) minggu setelah batas 
waktu pembayaran kepada masing-masing guru PNS 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).  

(2) Copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas penyetoran 
kembali dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan, dilampirkan bersama-
sama dengan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 ayat (6). 


